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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri Penerbangan Indonesia sudah menjadi kebutuhan primer dan 

sudah menjadi industri strategis. Di Indonesia penerbangan diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Menurut 

undang-undang ini, penerbangan diartikan sebagai satu kesatuan sistem yang 

terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, 

angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, 

lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
1
 

Dengan demikian, perusahaan penyedia jasa ini tentu memasang tarif 

yang lebih mahal dibandingkan dengan transportasi jenis darat maupun laut. 

Melihat dari salah satu situs pemesanan layanan tiket Traveloka, bila saat ini 

harga tiket bus Jakarta-Bali hanya berkisar Rp. 700.000,00 harga tiket pesawat 

sudah berada di angka Rp. 798.000,00 hingga satu juta rupiah. Namun harga 

tiket ini tentu saja tidak berdiam dalam satu titik tertentu saja. harga tersebut 

dapat sewaktu-waktu berubah mengikuti inflasi maupun event tertentu. Pada 

tahun 2019 lalu, permasalahan mengenai harga tiket pesawat yang 

melambung tinggi menjadi sorotan banyak kalangan hal ini dikarenakan 

kenaikannya yang serentak oleh beberapa maskapai penerbangan domestik.  
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 Undang- Pasal1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (LN No. 1 

Tahun 2009, TLN No. 4956) 
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Mengutip data Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres 

Indonesia (Asperindo), kenaikan harga tiket pesawat mulai terjadi pada Juni 

2018. Saat itu, Garuda Indonesia dan Citilink kompak menaikkan harga tiket 

mereka masing-masing 14% dan 1%. Hal ini berlanjut pada Oktober 2018, 

selain dua maskapai tersebut, Lion Air juga ikut menaikkan harga tiket 

sebesar 36%. Sedangkan pada Januari tahun ini, giliran Sriwijaya Air yang 

menaikkan harga tiket hingga 51%. Secara rata-rata, kenaikan harga tiket 

dalam enam bulan terakhir hampir 50% untuk masing-masing maskapai.
2
 

Indonesia National Air Carrier Association (INACA) mengakui rata-rata 

kenaikan harga tiket pesawat sebesar 40 persen sampai 120 persen.
3
 Hal ini 

menyebabkan penurunan jumlah penumpang angkutan udara dengan sangat 

signifikan. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penumpang 

angkutan udara domestik pada Februari 2019 sebesar 5,6 juta orang atau 

anjlok 18,5% dari Februari 2018 sebanyak 6,9 juta. Dibandingkan dengan 

Januari 2019, jumlah penumpang domestik juga turun 15,46%. Penurunan 

tersebut lebih besar dari tahun sebelumnya. Pada Februari 2018, penumpang 

pesawat hanya turun 9,2%. Selain penurunan penumpang, tingginya harga 

tiket pesawat juga berkontribusi besar pada inflasi di awal tahun. BPS 

mencatat, pada Maret 2019, inflasi bertambah 0,11%. Inflasi berjalan sebesar 

0,35%. Dari catatan tersebut, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa 

                                                           
2
 Hari Kontan, “Kompleksitas Harga Tiket Pesawat”, <https://analisis.kontan.co.id/news/kompleksitas-

harga-tiket-pesawat>, diakses 14 Januari 2021 
3
 CNN Indonesia, “Kenaikan Harga Tiket Pesawat Sempat Tembus 120 Persen”, 

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190115191331-92-361065/kenaikan-harga-tiket-pesawat-

sempat-tembus-120-persen.>, diakses 20 Desember 2020 

https://www.cnnindonesia.com/tag/inaca
https://www.cnnindonesia.com/tag/tiket-pesawat
https://analisis.kontan.co.id/news/kompleksitas-harga-tiket-pesawat
https://analisis.kontan.co.id/news/kompleksitas-harga-tiket-pesawat
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190115191331-92-361065/kenaikan-harga-tiket-pesawat-sempat-tembus-120-persen
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190115191331-92-361065/kenaikan-harga-tiket-pesawat-sempat-tembus-120-persen
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keuangan terjadi inflasi 0,10%, dengan kontribusi terhadap inflasi sebesar 

0,02%. Jika dilihat perkembangannya, andil dari tarif angkutan udara pada 

Desember 2018 sebesar 0,19%. Kemudian, di Januari 2019 sebesar 0,02%. 

Angka itu naik sedikit pada Februari 2019 yang sebesar 0,03%. Selanjutnya, 

pada Maret andilnya sama seperti bulan sebelumnya. 

Dalam praktik bisnis di Indonesia, para pelaku usaha seringkali 

melakukan persaingan tidak sehat melalui perjanjian horisontal, vertikal atau 

melalui perilaku bisnis tertentu. Salah satu perilaku bisnis yang dapat 

merugikan persaingan wajar (workable competition) di pasar atau industri 

adalah Oligopoli.  

Oligopoli dalam Black Law‟s Dictionary diartikan sebagai a market 

with very few sellers controlling the price. Karakteristik pasar oligopoli 

terbagi menjadi dua. Pertama, terdapat Beberapa Penjual (Few Sellers). Hanya 

terdapat beberapa penjual yang ada di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa 

pangsa pasar masing-masing perusahaan di pasar cukup signifikan. Jumlah 

perusahaan yang lebih sedikit dibanding pasar persaingan sempurna ataupun 

persaingan monopolistik disebabkan oleh terdapatnya hambatan masuk ke 

dalam pasar. Kedua, saling ketergantungan (Interdependence). Pada struktur 

pasar persaingan sempurna maupun persaingan monopolistis, keputusan 

perusahaan atas harga dan kuantitas hanya mempertimbangkan tingkat 

permintaan di pasar dan biaya produksi yang dikeluarkan. Sementara di pasar 
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oligopoli, keputusan strategis perusahaan sangat ditentukan oleh perilaku 

strategis perusahaan lain yang ada di pasar.
4
 

Dalam Oligopoli dapat terjadi suatu Duopoli. Duopoli adalah suatu 

perilaku bisnis dimana hanya terdapat dua pelaku usaha saja. Pengertian 

duopoly dapat dibagi menjadi dua berdasarkan collin dictionary, yakni  

“If two companies or people have a duopoly on something such as an 

industry, they share complete control over it and it is impossible for 

others to become involved in it.” dan “A duopoly is a group of two 

companies which are the only ones which provide a particular product 

or service, and which therefore have complete control over an 

industry.”
5
 

Di Indonesia, praktek duopoli seringkali merugikan konsumen, salah 

satunya yang hingga kini masih menjadi sorotan adalah praktek duopoli 

maskapai penerbangan. Maskapai-maskapai penerbangan melalui asosiasi 

bersepakat menaikan harga tiket penerbangan.
6
 Peta persaingan pada 

maskapai penerbangan di Indonesia mengarah ke oligopoli. Kondisi oligopoli 

yang terjadi pada industri jasa penerbangan dapat ditunjukkan ketika Garuda 

Indonesia Grup dan Lion Air Grup kian menjadi penguasa pangsa pasar 

angkutan udara di Indonesia. Sebelumnya, pangsa pasar angkutan udara di 

Tanah Air dikuasai oleh tiga grup besar, yakni Garuda Indonesia, Lion Air 

Grup dan Sriwijaya Air Grup. Namun semua berubah ketika Sriwijaya Grup 

bergabung dengan Garuda Indonesia melalui kerja sama operasi yang sudah 

dijalin oleh keduanya. Adanya praktek duopoli dalam industri maskapai di 

                                                           
4
 Udin Silalahi (et.al.), Hukum Persaingan Usaha, Edisi Kedua, (Jakarta: KPPU, 2017), hal. 50  

5
 Collins 2021, Collins Online English Dictionary. 

6
 Yulli Fauzie, “Ada Aroma Kartel Dalam Kenaikan Harga Tiket Pesawat”, 

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190115125211-92-360952/ada-aromakartel-dalam-

kenaikan-harga-tiket-pesawat> , diakses 13 Januari 2021  

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/company
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/industry
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/share
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/complete
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/impossible
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/become
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/involve
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/provide
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/product


 

5 

 

Indonesia dipercaya membuat harga tiket pesawat melambung tinggi. Saat ini 

hanya terdapat dua pemain yang menguasai penerbangan di dalam negeri, 

yakni Garuda Indonesia dan Lion Air. Duopoli sendiri merupakan adanya dua 

pihak selaku penjual ataupun produsen yang menguasai pasar. Bisa juga 

dibilang dua pihak yang menguasai pasar bisa menentukan penawaran harga.
7
  

Dalam persaingan usaha yang sehat, setiap pelaku usaha bersaing 

untuk melakukan efisiensi produksi agar dapat menjual barang dan/atau jasa 

dengan harga yang wajar. Apabila setiap pelaku usaha berlomba-lomba untuk 

menduduki peringkat paling efisien dalam rangka bersaing dengan pelaku 

usaha pesaingnya, maka gilirannya konsumen dapat memilih alternatif terbaik 

atas barang dan/atau jasa untuk kebutuhannya, sehingga menciptakan pula 

efisiensi bagi masyarakat atau efisiensi konsumen (allocative efficiency). 

Terdapat dua efisiensi dalam persaingan usaha yaitu efisiensi bagi produsen 

(produktif efficiency) dan bagi masyarakat (allocative efficiency). Pelaku 

usaha sebagai produsen dikatakan efisien apabila dalam menghasilkan barang 

dan/atau jasa tersebut dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan 

menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin, sedangkan masyarakat 

sebagai konsumen dikatakan efisien apabila pelaku usaha dapat membuat 

barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dan menjualnya pada 

harga yang wajar. Dengan kata lain, pelaku usaha akan terus memperbaiki 

                                                           
7
 Syarif Salampessy, “Mengungkap Praktek Duopoli Dalam Industri Penerbangan Indonesia”, 

<https://rri.co.id/nasional/680203/mengungkap-praktek-duopoli-dalam-industri-penerbangan-

indonesia>, diakses 19 April 2020 

 

https://rri.co.id/nasional/680203/mengungkap-praktik-duopoli-dalam-industri-penerbangan-indonesia
https://rri.co.id/nasional/680203/mengungkap-praktik-duopoli-dalam-industri-penerbangan-indonesia
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barang dan/atau jasa yang dihasilkan dengan melakukan inovasi dan berupaya 

memberikan produk berkualitas yang terjamin mutunya.
8
 

Pada industri pelayanan jasa transportasi angkutan udara, kenaikan 

harga tiket yang terjadi tidak terlepas karena adanya inefisiensi pengelolaan 

industri tersebut. Dimulai dengan tingginya harga bahan bakar, tingginya 

biaya pemeliharaan pesawat, dan juga naiknya harga bagasi pesawat. Hal ini 

tidak seimbang dengan pelayanan dan juga ketepatan waktu perjalanan. 

Deskripsi diatas menjadi alasan beberapa pihak berpendapat bahwa, dalam 

dunia usaha penerbangan mengindikasikan adanya praktik kartel harga tiket 

pesawat terbang. Hal ini ditunjukkan dengan ber-kecenderungannya seluruh 

maskapai mengalami lonjakan yang hampir serupa dan permasalahan yang 

serupa. 

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk dikaji lebih mendalam 

tentang Praktek Duopoli Dalam Kenaikan Harga Tiket Penerbangan Domestik 

Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan yang akan antara lain:  

                                                           
8
 Sutan Remy Sjahdeini, Latar Belakang Sejarah, dan Tujuan Undang-undang Larangan Monopoli, 

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 73 
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1. Bagaimana putusan KPPU terhadap praktik kartel dalam penetapan harga 

tiket penerbangan domestik yang dilakukan oleh maskapai penerbangan di 

Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai penetapan harga 

tiket yang dilakukan oleh maskapai penerbangan dihubungkan dengan 

praktek duopoli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Memberikan tambahan atau pengembangan ilmu dan informasi atau 

bahan pustaka khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha dan 

hukum penerbangan di Indonesia. 

2. Untuk mengembangkan ilmu mengenai hukum persaingan usaha, 

khususnya dalam bidang maskapai penerbangan. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Memberikan input dalam pengembangan ilmu hukum dalam bidang 

penerbangan. 

2. Menambah kepustakaan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisikan landasan teori dan landasan konsepsional yang diawali 

dengan teori persaingan usaha tidak sehat yang kemudian dilanjut dengan 

struktur pasar, duopoli, perjanjian penetapan harga dan asas serta tujuan 

hukum penerbangan. Teori-teori yang digunakan dalam bab ini diambil dari 

kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi, serta 

beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan variabel penelitian, pendekatan konsep penelitian, 

metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis yang akan 

digunakan. 
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BAB IV PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan mengenai analisis dari hasil pengolahan data dan 

pembahasan mengenai praktek duopoli dan perjanjian penetapan harga yang 

dilakukan maskapai penerbangan terhadap kenaikan tarif penerbangan 

domestik, serta upaya pemerintah dalam mengatasi praktek persaingan tidak 

sehat, serta implementasi dari hasil analisis tersebut. 

 

BAB V KESIMPULAN  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang menjawab rumusan masalah dengan 

analisa berdasarkan teori yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.  

 

  


